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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI 

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri 

(BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri 

(BSKJI), sesuai penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 

BSKJI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 memiliki 

tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi 

industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri di bidang 

pencegahan pencemaran industri.  Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  tersebut,  

BBSPJPPI akan menyelenggarakan  fungsi: 

a. Pelaksanaan analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan 

pencemaran industri. 

b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan 

pencemaran industri. 

c. Pendampingan dan konsultansi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan 

teknologi industri, industri 4.0, industri hijau dan jasa industri di bidang pencegahan 

pencemaran industri. 

d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, 

produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri. 

e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di 

bidang pencegahan pencemaran industri. 

f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan 

pencemaran industri. 

g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi. 
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h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, 

organisasi, tata laksana, administrasi kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan 

barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga dan. 

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. 

1.2. PERAN STRATEGIS ORGANISASI 

Peran Kementerian Perindustrian dalam mendorong kemajuan industri nasional sebagai 

pilar perekonomian nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, diwujudkan melalui pengembangan 

industri yang mandiri, berdaya saing, maju serta berorientasi pada industri hijau. Dalam 

rangka membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, Pemerintah telah 

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJP Nasional Tahun 

2005-2025) dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN Tahun 2015-

2035), khususnya tahap III yang dimulai pada 2025. Visi RIPIN tahap III (2025-2035) 

difokuskan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri Tangguh yang 

ditandai dengan struktur industri nasional yang kuat dan mendalam, berdaya saing 

tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. 

RPJPN Tahap I 2025-2029 berfokus pada penguatan ekosistem industrialisasi dan 

peningkatan kompleksitas produksi untuk memperbesar kontribusi sektor industri 

terhadap PDB nasional. Dalam periode ini, industri berbasis sumber daya alam seperti 

kelapa sawit, kelapa, dan mineral strategis seperti nikel dan tembaga menjadi prioritas 

pengembangan. Pemerintah mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai 

tambah produk di dalam negeri, sekaligus memperkuat rantai pasok nasional. 

Pengembangan Industri mineral penting, khususnya nikel, diarahkan untuk mendukung 

transisi energi melalui pengembangan baterai kendaraan listrik (EV). 

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar di bawah koordinasi BSKJI, BBSPJPPI 

berperan dalam memastikan kebijakan yang ditetapkan di tingkat Kementerian  














